KOTA BLITAR

PEMERINTAH KOTA BLITAR
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan tarif dan penambahan
obyek retribusi pada retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan dan retribusi pengujian kendaraan
bermotor maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah
Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa
Umum ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Blitar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum ;

—

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang — Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur/Tengah /Barat;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32



10.

11.

12.

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
132) ;

Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025) ;

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4953);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) ;

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3243 ) ;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

Kepmenhub Nomor : KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan
Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta
Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta
Komponen-komponennya ;

Kepmenhub Nomor : KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor ;

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 9 Tahun 2004

tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ;



Menetapkan :

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Umum ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan
WALIKOTA BLITAR,
MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun

2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun

2011 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1.
2.

Daerah ini ;

Lampiran I, tetap ;

Lampiran II diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan

3. Lampiran III, tetap ;

4. Lampiran IV diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan

Daerah ini ;

Daerah ini ;

Lampiran V diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan

6. Lampiran VI, tetap ;

7. Lampiran VII, tetap.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Desember 2013
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
Ttd.
Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2011

I.

II.

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

UMUM.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat serta merangsang peningkatan perekonomian daerah, sehingga
dalam penerapan struktur dan besaran tarif harus memperhatikan tingkat
kemampuan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, maka dipandang perlu menyempurnakan dan menambah jenis
retribusi dari sektor Retribusi Jasa Umum.

Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat terhadap
pelayanan persampahan, pelayanan persampahan/kebersihan dan uji
kendaraan  bermotor, maka Pemerintah Kota Blitar melakukan
penyempurnaan struktur dan besaran tarif retribusi yang ada dalam
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum.

PASAL DEMI PASAL.
Pasal I

Cukup jelas
Pasal II

Cukup jelas






